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Abstrak: Untuk peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan
pendidikan yang lebih baik, strategi desentralisasi perlu
diarahkan pada penanganan beberapa isu kebijakan yang
stategis. Desentralisasi pendidikan pada hakikatnya
merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan
bisa berjalan dengan baik kalau semuanya dikontrol dari
pusal. Dengan kebijaksanaan desentralisasi memerlukan
pelaksanaan yang bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan
berjiwa mandiri. Pemegang kendali pendidikan di tingkat
bawah akan memunyai peran yang lebih besar. Keadaan ini
akan mendorong kreativitas dan improvisasi dalam
melaksanakan pendidikan, sehingga akan terdapat usaha
yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kata kunci: pendidikan, desentralisasi pendidikan, mutu pendidikan,

Pendahuluan

Untuk mencedaskan nasional (UU No. 20 Th 2003.5),

kehidupan bangsa, diperlukan
pendidikan nasional yang baik.
Pendidikan nasional negara
Indonesia adalah pendidikan yang
berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang
berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan nasional Indonesia dan
tanggap terhadap tuntutan
perubahan zaman. Untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional
diperlukan UU tentang Sistem
Pendidikan Nasional Sistem
pendidikan nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan
yang saling terkait secara terpadu
untuk mencapal tujuan pendidikan

Komponen sistem pendidikan
nasional mencakup tata peraturan
perundangan/ kebijakan, organisasi
pendidikan, kurikulum, sumber daya
manusia, sarana dan prasarana
pendidikan, dana, peserta didik,
lingkungan fisik, dan kerjasama
dengan berbagai pihak.

Indonesia sebagal Negara
Kesatuan yang menganut azas
desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintah telak
memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada daerah untuk
menyelenggara-kan pelayanan
pendidikan secara otonom.
Kebijakan dalam menyeleng-
garakan desentralisasi pendidikan
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telah dituangkan dalam berbagal
peraturan perundangan, seperti.

ketetapan MPR No. X\/MPR/1998

tentang ‘Penye-lenggaraan
Otonomi Daerah; Pengatur-an
Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber daya Nasionzl yang
berkeadilan; serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Derah dalam
Kerangka Negara Kesatuan
- Republix Indonesia (NKRI)";
Undang-Undangh RI No. 22/1999
tentang “Pemerintah Daerah®;
Undang-Undang Rl No, 25/1888
teniang “Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah”, serta Undang-Undang No.
2012003 tentang "Sistem Pendidikan
Nasional” (Depdiknas, 2004:1).
Indonesia sebagai negara
yang sedang berkembang. secara
intensif telah, sedang, dan akan
terus melaksanakan upaya
peningkatan mutu pendidikan pada
saimuz jenis dan jenjang pendidikan.
Selama ini kita telah mengeluarkan
biaya yang besar, tenaga yang
banyak, waktu yang lama untuk
meningkatkan mutu pendidikan,
misalnya, melalui penataran guru,
penyebaran buku dan alat pelajaran,
pengembangan kurikufum,
perbalkan sarana dan prasarana
pendidikan, peningkatan metode dan
pendekatan mengajar, dan
sebagainya. Dalam desentralisasi
ini, masalah pendidikan
berhubungan dengan kesiapan
\nstitusional di pusat maupun di
‘daerah, antara lain dalam bentuk:
aturan, mekanisme, sarana-
prasarana dan biaya, organisasi dan
‘tatalaksana, serta kemampuan

aparaturnya dalam melaksanakan
desentiralisasi pendidikan
(Depdiknas, 2004:11). .

Untuk menciptakan
peningkat-an mutu pendidikan,
pelayanan pendidikan yang lebih
baik, maka strategi desentralisasi
perlu diarahkan pada penanganan
beberapa isu kebijakan yang
stategis. Sebaglan isu kebijakan
bersifat struktural karena
menyangkut perubahan nilai, sikap,
dan perilaku yang telah berkembang
dalam seiarah peradaban, dan untuk
menanganinya memerlukan waktu
yang tidak singkzt.

Untuk mengatasi masalah
tersebut, pemerintah menyerahkan
sebagian kewenangan dalam
pelayanan bidang pendidikan
nasional kepada daerah otonom
secara utuh mulai dari pengambillan
keputusan, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan sampzi
dengan pengendaliannyz ¢l
lapangan, dengan tetap memelihara
terjalinnya hubungan yang seras
antara kebijakan pusat, daerah dan
antardaerah. Dalam makalah inl
akan dideskripsikan tentang
pengeriian pendidikan, muiu
pendidikan, pengertian
desentralisasi, pemilahan substansi
desentralisasi pendidikan, masalan
yang akan dihadapi dalam
peningkatan mutu pendidikan, dan
faktor pendukung peningkatan
pendidikan dalam desentralisasi
pendidikan.

Mutu Pendidikan
Sampai saat ini mutu
pendidikan cenderung masih
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merupa-kan suatu konsep yarg
abstrak. Berbagai cara berpikir telah
dikem-bangkan untuk mencoba
memberikan suatu pengertian mutu
pendidikan, tetapi dalam kenyataan
konsep tentang mutu ini masih tetap
bergerak dalam bentuk-bentuknya
yang masih bersifat reiorika, artinya
bahwa mutu pendidikan masih
bergerak dari gagasan satu ke
gagasan lain; belum kita
terjemahkan secara tepat ke daism
ukuran dan tindakan yang lebis
nyzic. Mutu dan efektivitas
pendidikan
permasalahan yang kompleks dan
multidimensional. Jika kita
berbicara mulu pendidian artinya
kita ~ssdang meneropong
keseluruhan dimensi pendidikan
yang satu sama lzin saling terkait.

Efisiensi pendidikan memilik
kaitan langsung dengan
pendayaguna-an sumber-sumber
pendidikan yang terbatas secarz
optimal sehingga memberikan
dampak yang optimal pula. Suatu
program pendidikan yang efisien,
cenderung ditandai dengan pola
penyebaran dan pendavagunaan
sumber-sumber pendidikan yarg
sucah ditata secara efisien.
Program pendidikan yang efisien
ialah yarg mampu menciptakan
keseimbangan antara penyediaan
dan kebutuhan akan sumber-
sumber pendidikan sehingga upaya
pencapaian tujuan tidak mengalemi
hambatan. Dengan demikian.
sistem atau program pendidikan
yang efisien ialah yang mampu
mendistrubusikan sumber-sumber
pendidikan secara adil dan merata

merupacan,

agar setiap peserta didik
memperoleh kesempatan sama
untuk mendayagunakan.sumber-
sumber pendidikan tersebut dan
mencapai hasil yang maksimal,
Dalam pengertian ini, mutu
pendidikan tidak dapat dipisahkan
dengan konsep efetivitas, keadilan,
dan pemerataan.

Sungguhpun sulit untuk
menentukan karakteristik atau
ukuran yeng digunakan untuk
mengukur kualitas pendidikan,
namun beberapa indikator dapat
digunakan sebagai rambu-rambu
pemberi sinyal mengenai
kekhawatiran kita tentang mutu atau
kualitas pendidikan kita. Beberapa
indikator itu yang penting falah mutu
guru yang masih rendah pada
semua jenjang pendidikan. Begitu
pula alat-alat bantu proses belajar-
mengajar seperti buku teks,
peralatan laboratorium dan bengkel
kerja belum memadai. Hal ini
memang bergantung pula kepada
besarnya biaya yang diperuntukkan
bagi pendidikan per unit, maupun
alokasi dana bagi pendidikan dari
APBN serta persentase biaya
pendidikan

Pendidikan yang bermutu
akan menghasilkan sumber daya
manusia yang memillki
pengetahuan yang baik dan
kepribadian yang baik pula.
Pengalaman sejarah bangsa
bangsa di dunia menunjukkan
bahwa pendidikan merupakan faktor
penting dan utama bagi kemajuan
bangsa. Menurut John C. Bock
(Zamroni, 2000:2) peran pendidikan
adalah sebagai berikut: (a)
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abstrak. Berbagai cara berpikir telah
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sumber pendidikan tersebut dan
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Sungguhpun sulit untuk
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mengajar seperti buku teks,
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kerja belum memadai. Hal ini
memang bergantung pula kepada
besarmya biaya yang diperuntukkan
bagi pendidikan per unit, maupun
alokasi dana bagi pendidikan dari
APBN serta persentase biaya
pendidikan

Pendidikan yang bermutu
akan menghasilkan sumber daya
manusia yang memiliki
pengetahuan yang baik dan
kepribadian yang baik pula
Pengalaman sejarah bangsa
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memasyarakatkan ideclogi dan nilai-
nilai sosio-kultur bangsa. (b)

Mempersiapkan tenaga kerja untuk
- memerang| kemiskinan,
kebodohan, dan mendorong

perubahan sosial, dan (c) Untuk

meratakan kesempatan dan
‘pendapatan. Menurut Hidayat
Syarief (dalamSyarief dan Murtadio,
2002: 52) pendidikan sebagai
wahana peningkat-an nilai tambah
dan kualitas sumber daya manusia
mempunyal berbagal fungsi yang
berdampak pada kehidup-an
bermasyarakat, berbangsa. dan
bernegara yang secara empiris
dapat dirinci antara lain sebagai
berikut,

Partama, pendidikan
merupa-kan Investasi manusia
(human invesment) vyang
perdampak pada pertumbuhan
ekonomi, Dalam pengertian ini,
sumber daya manusia ditempatkan
sebagal salah satu dari faktor
produksi yang dapat memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi. FPenlingnya peran
pendidikan sebagai investasi

manusia yang mampu
menggerakkan perlumbuhan
eonomi

Kedua, pendidikan

mempunyal dampak peningkatan
derajal kesejah-teraan
masyarakat Ada korelasl positif
-antara tingkat kesejahteraan suatu
masyarakat dengan status
pendidikan yang dimilikinya.
Masyarakat yang berpendidikan
mempunyal kemampu-an untuk
menentukan pilihan dan mempunyai
kemampuan untuk meningkatkan

derajat kehidupan. Dengan
demikian, masyarakat yang
memiliki tingkal pendidikan relatif
tinggl mempunyai peluang yang
lebih besar untuk meningkatkan

kesejahte-raannya.
Ketiga, pendidikan
merupakan wahana untuk

membangun dan meningkatkan
martabat bangsa. Pendidikan yang
berkualitas akan menciptakan
manusia yang cerdas dan kreatif,
masyarakat yang berkualitas, dan
bangsa yang unggul dengan
berbagai keahlian. Kecerdasan,
kualitas, keahlian, dan keunggulan
itu dapat mengantar suatu bangsa
ke dalam kehidupan yang
permartabat, yaitu bangsa yang
maju, makmur, sejahtera, dan juga
beradab. Dengan demikian, derajat
pendidikan masyarakat merupakan
saiah satu indikator tinggi-
rendahnya martabat bangsa
Keempat, pendidikan akan
memperbesar peluang terjadinya
mobilitas vertikal. Pendidikan
melahirkan lapisan elite sosial di
dalam masyarakat yang bisa

menjadi molor penggerak
pembangunan dan pelopor ke arah
kemajuan,

Kelima, pendidikan dapat
memperkuat lembaga-lembaga
sosial serta dapat memberi
sumbangan yang berarti dalam
proses pembentukan masyarakat

Desentralisasi Pendidikan
Istilah  desentralisasi
memiliki pengertian proses
pendelegasian atau pelimpahan
kekuasaan atau wewenang dari
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pimpinan atau atasan ke tingkat
bawahan dalam organisasi
(Greenberg dan Baron; Riwukaho
dalam Soetopo, 1999:2), Melalui
desentralisasi, segala keputusan
yang dibuat dalam tubuh organisasi
didelegasikan kepada bawahan.
Tujuan diadakannya desentralisasi
adalah untuk meningkatkan efisiensi
manajemen dan kepuasan kerja
pegawali.

Jika diterapkan dalam dunia
pendidikan, maka desentralisasi
pendidikan merupakan proses
pendelegasian wewenang
penyelenga-raan pendidikan dar
pemerintah  pusat kepada
pemerintah daerah, misalnya
pemerintah Kotamadya atau
Kabupaten. Dengan pelaksanaan
desentralisasi di bidang pendidikan
ini akan berdampak pada sistem
manajemen yang diterapkan di
masing-masing daerah otonom.
Menurut Tilaar (2003:37)
desentralisasi pendidikan dapat
diartikan pengurangan legitimasi
pemerintah pusat meskipun tidak
seharusnya demikian. Berbagai
mekanisme lainnya dapat digunakan
oleh Pemerintah Pusat dalam upaya

tetap memegang kontrol
penyelengga-raan pendidikan.
Desentralisasi bidang

pendidik-an nasional, bertujuan
untuk mewujudkan pembanguan
nasional di bidang pendidikan serta
meiaksanakan pelayanan kepada
masyarakat yang berlandaskan
pada prakarsa dan aspirasi
masyarakat melalui upaya-upaya
memberdayakan, menghimpun
serta mengoptimalkan berbagai

potensi daerah untuk kepentingan
daerah itu sendiri serta
mengamankan prioritas nasional
dalam penyelenggaraan pelayanan
masyarakat serta pembangunan
sektor pendidikan nasional sesuai
dengan kebijakan yang telah

ditetapkan secara nasional
(Depdiknas, 2004:7)
Desentralisasi  bidang

pendidik-an nasional dilaksanakan
dengan memperhatikan aspek
demokrasi, aspek keadilan, aspek
pemerataan, serta pemberdayaan
seluruh potensi dan keragaman
daerah. Desentralisasi pendidikan
nasional diarahkan pada perwujudan
pelayanan pendidikan yang efektif
yang didukung cleh perluasan
partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pelayanan publik,
termasuk akuntabilitas publik.
Maksud desentralisasi
adalah untuk mendekatkan cita-cita
dan tujuan dengan kepentingan
rakyat dan pelanggan pendidikan
ditingkat lebih bawah, kalau bisa
pada tingkat akar palng bawah
(grassroots). Sebagai
konsekwensinya, desentralisasi
harus dapat menenumbuhkan
prakarsa dan partisipasi masyarakat
secara luas, lugas dan
berkelanjutan. Apa saja yang periu
kita persiapkan, kita galang dan kita
galakkan agar partisipasi masyarakat
lokal bisa tumbuh dan berkembang?
Ini tugas berat Pemda dan pengelola
pendidikan tingkat lokal, tugas berat
namun belum tentu dihargai.
Apakah cukup kesadaran
dan komitmen operasional di
kalangan politisi, pada birokrat dan
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pengelola pendidikan di Pusat dan
di Daerah, bahwa hakikat
desentralisasi pendidikan buka
Semata-mala penyeérahan
‘kekuasaan birokrasi keuangan,
Kkepegawalan, gedung dan
peralatan, penyelenggaraan rutin
belajar mengajar? Padahal, hakikat
desentralisasi justru harus
mengatur berbagai kekuasaan
daerah dan Nasional secara
komplementer dalam menegakkan
persyaratan-persyaratan
profesional dan ilmiab, efisien dan
efektivitas setinggi-tingginya dalam
mianajemen, partisipasi masyarakat
lokal yang cukup luas dan
berkelanjutan.

Pemilahan Substansi
Desentraiisasi Pendidikan
Desentralisasi pendidikan
berusaha mengurangi campur
tangan atau intervensi unit pusat
‘terhadap persoalan-persoalan yang
semestinya bisa diputuskan dan
‘dilaksanakan oleh unit di daerah.
Dengan demikian diharapkan
‘pemberdayaan peran unit di daerah
‘secara maksimal. Namun, tidak
seluruh kewenangan dillmpahkan
‘kewenangannya kepada daerah.
‘Penetapan bidang atau subtansi
J semetinya ditangani daerah
yang menjadi faktor kritis,
karena terkait dengan berbagai
kepentingan yang semestinya
dikoordinasikan bersama Thoha
(1998) memilah subtansi yang
masih disentralisasikan antara |ain
parumusan atau pembuatan
k=bijakan nasional mengenal
Mull-can yang meliputi kurikulum,

persyaratan pokok jenjang
pendidikan, taksonomi ilmu. yang
dikembangkan dan diajarkan dalam
jenjang pendidikan, persyaratan
pembukaan program baru,
persyaratan teptang guru
pendidikan di setiap jenjang
pendidikan, Sedangkan, yang
diserahkan kepada pemerintah
daerah adalah implementasi dan
evaluasi kebijakan nasional,
pembuatan kebijakan yang
berdimensi daerah atau lokal serta
pelaksanaan dan evaluasinya,
misainya memilih tempat berdirinya
gedung sekolah, menambah dan
mengangkat guru, memilih dan
menetapkan kepala sekolah,
mendidik dan mendiklat guru, dan
menentukan kurikulum lokal
Untuk memilah subtansi
yang semestinya
didesentralisasikan, periu
diinventarisasikan semua
komponen sistem pendidikan
nasional, sehingga bisa ditentukan
mana yang semeslinya masih
ditangani pemerintah pusat, mana
yang diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah daerah, dan
mana yang masih bisa ditangani
oleh pusat dan daerah bersama-
sama. Komponen-komponen
sistem pendidikan nasional
mencakup tata peraturan
perundangar/ kebijakan, organisasi
pendidikan, kurikulum, sumber daya
manusia, sarana dan prasarana
pendidikan, dana, peserta didik,
lingkungan fisik, dan kerjasama
dengan berbagai pihak.
Berdasarkan komponen
terse-but, tampak komponen
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sarana dan prasarana, sumber daya
manusia, dana, peserta didik, dan
lingkungan fisik dapat sepenuhnya
didesentralisasikan, sementara
untuk komponen tata peraturan
perundangan, arganisasi
pendidikan, kurikulum, dan
kerjasama dengan berbagal pihak
merupakan paduan kerjasama
antara pusat dan daerah,
bergantung pada gradasi subtansi
vang mesti ditangani. Oleh karena
itu, pembagian wewenang
kekuasaan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah dalam
menangani pendidikan menjadi
sangat penting, asumsi semacam
ini disebut asumsi politik pemerintah
(Tilaar, 2003).

Masalah Peningkatan Mutu
Pendidikan

Menurut Soetopo (1999:7)
masalah yang dihadapi dalam
memberi dukungan terhadap
pelaksanaan desentralisasi
pendidikan pada umumnya dan
desentralisasi manaje-men
pendidikan termasuk peningkatan
mutu pendidikan adalah sebagai
berikut. (1) Para pelaksanan
otonomi daerah masih belum
memiliki kesamaan visi dan
pandangan tentang bentuk dan isi
otonomi yang akan datang baik di
daerah provinsi maupun di daerah
kabupaten, di samping itu ada kesan
yang berkembang bahwa
penitikberatan otonomi pada daerah
kabupaten akan mengesampingkan
otonomi di daerah provinsi. (2)
Masalah yang paling dasar adalah
perubahan sikap mental aparatur

pelaksana masih sulit: hal ini terjadi
lerutama dalam menyamakan
persepsi masing-masing wakil
departemen di daerah kabupaten
untuk menjadi dinas-dinas otonom
di bawah komando Bupati Kepala
Daerah, (3) Penyerahan wewenang
dari provinsi ke kabupaten/kota
seharusnya mencakup 3 bidang,
yaitu personel, pembiayaan, dan
peralatan. Tetapi penyerahan itu
belum memadail, karena provinsi
cenderung menilai kabupaten belum
siap

Selain masalah tersebut,
berbagai masalah yang akhirnya
bermuara pada rendahnya mutu dan
Kinerja sistem pendidikan,
Permasalahan guru, dalam dua-tiga
tahun terakhir ini sangat menarik
perhatian. Para guru menuntut
berbagai perbaikan nasib dan
kesejahteraan. Demonstrasi, suatu
cara mengemuka-kan pendapat dan
tuntutan yang selama ini idak permah
dilakukan para guru, dalam tiga
tahun terakhir ini bermunculan di

beberapa daerah, bahkan di gelar di
Jakarta

Berkaitan dengan
manajemen baik pada tataran makro
maupun mikro, rendahnya efisiensi
internal dan efisiensi eksternal
masih merupakan masalah yang
dihadapi. Rendahnya efisiensi
internal antara lain ditunjukkar
dengan banyaknya peserta didi'
yang putus sekolah, mengulang
kelas, dan lamanya masa studi yang
melampaui waktu standar yang
ditetapkan. Makin rendah efisiensi
internal, makin besar sumber daya
yang dikeluarkan untuk
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mel Eiangga rakan pendidikan
naga terjadi kemubaziran dan
burnsnn sumber daya baik
a maupun tenaga.
Rendahnya efisiensi
sksternal sistem pendidikan atau
; sering disebut dengan
svansi pendidikan ditujukkan
n kurangnya keterkaitan antara
ia pendidikan dengan dunia
saha atau kehidupan nyata d
..é' angan. Inl berkaitan dengan
Kulum yang digunakan di sekolah
sbagai panduan. Masalah
liLl | harus mendapat perhatian
husus, Kurlkulum yang ada
.¢_ ekarang bukan saja terlalu
; ‘overfoaded” sebagai konsekuens
s dari kurikultnﬂ yang sentralistik,
L a karena proses penyusunan
i ampai pada pelaksanaan dan
\ 51 kurikulum masih steril dar
= Ehln masyarakat. Memang
‘sarana untuk partisipasi masyarakat
' pembinaan kurikulum belum
fersedia. Menurut Tilaar (2003:13)
lt-pusat pengembangan
kulum pendidikan dasar dan
~menengah harus segera dibina di
f erah, sebagai sarana penjabaran
kulum nasional yang baku.
ngembangan pusat-pusat itu
,]hlrlu disiapkan tenaga
arofesionalnya sejak dini. Ini artinya
Wukaﬁ 1enaga profesional dalam
membangan kurikulum
Pendidikan dan lembaga
:pndidnkan selain menghadap!
hrhaga: masalah internal yang
whup barat, juga sekaligus harus
anghadapi berbagal perubahan
¥agal akibat dari masa transis:

dalam sistem kehidupan bangsa
pasca Orde Baru.

Faktor Pendukung Peningkatan
Mutu Pendidikan dalam
Kerangka Desentralisasi
Pendidikan bukan hanya
sekadar menghidupi peserta didik
tetapl Juga mengembangkannya
sebagal manusia (human being).
Nilai-nilal yang diberikan kepada
anak tidak lain jalah nila-nilal yang
mengakul akan kehormatan alau
martabat manusia (humandignity).
Pendidikan nasional bukanlah
bertujuan untuk melahirkan robot-
robol yang hanya menerima
petunjuk dan restu dari atas tetapi
pendidikan yang mengembang-kan
pribadi-pribad| yang kreatif, kritis,
dan produktif. Oleh karena itu,
proses pendidikan nasional dapat
dirumuskan sebagal proses
hominisasi dan proses humanisasl,
Menurut Suyanto dan Hisyam
(2000:8), (1) pendidikan nasional
hendaknya memiliki visi yang
berarientasi pada demokrasi
bangsa sehingga memungkinkan
lerjadinya proses pemberdayaan
seluruh komponen masyarakat
secara demokratis. (2) pendidikan
nasional hendaknya memiliki mis|
agar tercapainya partisipasi
masyarakat secara menyeluruh
sehingga secara mayoritas saluruh
komponen bangsa yang ada dalam
masyarakal menjad| terdidik (3)

Subtans: pendidikan dasar
hendaknya rmengacu pada
pengambangan polensl dan

kreativitas siswa dalam totalitasnya.
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Pemerintah sudah berusaha
mengatasi kendalan yang cukup
kompleks yang telah dihadapi dalam
pelaksanaan desentralisasi dalam
bidang pendidikan nasional, maka
pembangunan pendidikan ke depan
menghadapi beberapa isu strategis
yang penting untuk dikajl lebit jauh

Untuk menciptakan
pelayanan pendidikan yang lebih
baik, maka stralegl desentralisas:
periu diarahkan pada penanganan
yang lebih baik. Strategl
desentralisasi diarahkan pada
penangganan beberapa isu
kebijakan tyang stategis. Sebagai
Isu kebijakan bersifat struktural
karena menyangkut perubahan nilal,
sikap, dan perilaku yang telah
berkembang dalam sejarah

peradaban, dan untuk
menanganinya memerlukan waktu
yang tidak singkat.

Kebijakan yang bersifat
instru-mental karena berkaitan
dengan kesiapan institusional di
pusat maupun di daerah, antara lain
dalam bentuk: aturan, mekanisme,
sarana-prasarana dan biaya,
organisasi dan tatalaksana, serta
kemampuan aparaturnya dalam
melaksanakan desentralisasi
pendidikan.

Departemen Pendidikan
Masio-nal mencoba mengatasi
kendala yang dihadapi dalam
bidang pendidikan di era
desentralisasi dengan membuat
kebijakan dan stateql desentralisasi
dan otonomi bidang pendidikan
(Depdiknas, 2004). Uraian yang
lertuang di dalam petunjuk tersebut

Pundidian di indoneriz

akan diuraikan secara singkat dalam
makalah im

Kerangka Pengaturan

Kerangka pengaturan
terwujud dalam perangkat instrumen
kebijakan yang relevan untuk
pengelolaan dan pelayanan
pendidikan nasional di era
desentralisasi. Diperlukan suatu
Kajian vang sistematis untuk melihat
oidlang, atau peraturan yang masih
berfungsi dan yang sudah tidak
sesual dengan desentralisasi.

Peraturan Pemerintah (PP)
bidang Pendidikan dengan
berlakunya UU No. 20/2003 tentang
sistem Pendidikan Nasional, maka
peraturan Pemerintah perlu disusun
ddengan nuasansa desentralisasi
dan otonomi dalam pelayanana
pendidikan. Juga diperiukan PP
yang mengatur sistem pengelolaan
dan pelayanan pendidikan terutama
berkaitan dengan Urusan wajib
masing-masing tingkat pemerintah,

Standar-Standar Teknis
Kependidikan, sesuai dengan Pasal
35 UU No. 20/20003. Standar
nasional pendidikan meliputi standar
pengelola-an, standar {enaga
kependidikan, standar pembiayaan,
standar sarana-prasanana, standar
Isi, standar proses, dan standar
penilaian.

Instrumen Pengelolaa
Pendi-dikan Kabupaten/Kota,
model-model pengelolaan dan
pelayanan pendidikan pada tingkat
kabupaten/kota dikem-bangkan,
diantaranya adalah: model
perencanaan, model pengelolaan
tenaga kependidikan, model
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pengelolaan sarana-prasarana
pendi-dikan, Melalul kegiatan
pengembangan kapasitas, model-
model dituangkan dalam aturan dan
mekanisme daeralh  untuk
- dilaksanakan oleh aparat-aparat
 kabupaten/kota

Kerangka Institusional
- Dalam stateqgi Kerangka
Institusional diupayakan agar
_ berbagal fungsi baru yang telah
_ diidentifikasi-kan dapat diwadahi di
dalam suatu struktur, sistem dan
~ mekanisme yang baru pula Haruk
. Ada |dentifikasl serta dafinisi
~ mengena pentingnya fungsi dan
nstitusi baru untuk pelayanan
- pendidikan  dalam masa
desentralisast pendidikan di bawah
koordinas Sekretaris Jenderal yang
dilaksanakan oleh Unit Fasilitasi
Desentralisasi Pendidikan (UFDP)
| Perubahan-perubahan yana
“mungkin terjadi dalam fungsi dan
itruktur  organisasi dalam
pengelolaan dan pelayanan
pendidikan berdasarkan hasil kajian
dl lingkungan Depdiknas maupun
Menpan misalnya dengan
memperhitungkan batas-batas
yang telah diatur melalui PP No. 8/
2003. Hal ini diperlukan agar setiap
fungsi-fungsi  baru  yang
dilaksanakan oleh dinas pendidikan

alam struktur organisasi yang lebih
isien relatif terhadap sumber-

sumbernya manusia dan sumber

dana yang tersedia.

Pada tingkat pusat perlu

dilakukan reviu yang sigtematis dan

menyeluruh terhadap fungsl dan

struktur organisasi pusat dan dinas
penditikan propinsi, Dengan
berlaku UL Sisdinas No. 20/2003,
terdapat bebarapa fungsi baru yang
periu dilaksanakan oleh Pemerintah
dalam pengelolaan dan pelayanan
pendidikan di masa desentralisasi.
Jika memungkinkan dibentuk
Instutusi baru yang benar-benar
berfungsi di dalam departemen,
semenlara yang tidak berfungsi lag|
harus dihapuskan,

Pada tingkat propinsi
urusan wajib propinsi dalam
pelayanan pendidikan diperkirakan
akan labih besar. Oleh kerena itu,
perubahan dalam fungsi dan truktur
dinas propinsi diperlukan, baik
propinsl sebagai wakil Pemerintah
Pusat maupun sebagai daerah
otonom tersendir,
Aspek Pembiayaan
Pelayanan Pendidikan

Dalam UL No. 20 Thn 2003
lentang Sisdiknas, Bab Xl
Pendanaan Pendidikan. Baglan
Kesatu  Tanggung Jawab
Pendanaan. Pasal 46 sebagai
berikut, (1) Pendanaan pandidikan
menjadi janggung Jawab bersama
antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakatl, (2)
Pemerintah dan Pemerintah Derah
bertanggung jawab menyediakan
anggaran pendidikan sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayal 4 UUD
1945. Baglan Kedua tentang
Sumber Pendanaan
Fendidikan.Pasal 47 sebagai
berikut (1) Sumber pendanaan
pendidikan ditentukan berdasarkan
prinsip keadilan, kecukupan, dan
keberlanjutan. (2) Pemerintah,

untuk

an @i lndomeats 83

armno



Pemerintah Daerah, dan masyarakat
mengerahkan sumber daya yang ada
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku Melihat UU
Sisdiknas itu jelas bahwa Pemerintah
sangat sungguh-sungguh
memperhati-kan masalah
pendidikan. Kendalan yang dihadapi
muncul karena masing-masing
daerah berbeda-beda dalam
pendapatan daerah. Inl berakibat
pada pengalokasian dana pendidikan.

Beberapa bagian dan sistem
penganggaran pendidikan sangat
sectoral specific yang berbeda
dengan sektor-sekior lain, sehingga
periu dikembangkan suatu alternatif
meka-nisme penganggaran yang
bersifal sekioral. Perlu juga
dikembangkan stategi dekonsentrasi
anggaran pendidikan yang benar-
benar mencer-minkan pelaksanaan
fungsi Pemerintah yang dilaksanakan
di daerah propinsi dan kabupaten/
kota, misailnya menyangkut
pengendalian dan penjaminan mutu,
pengembangan standar-standar
pendidikan, pengem-bangan
kapasitas, dan sejenisnya.

Perlu juga dikembangkan dan
disusun mekanisme pengawasan
dan akuntabilitas yang mencerminkan
good governance dalam pelayanan
pendidikan. Badan pengwasan
berkaitan dengan pendanaan adalah
dilakukan institusi kepengawasan
termasuk pengawasan masyarakat

Pengembangan Kapasitas Daerah
Otonom

Pengembangan kapasitas
merupakan langkah stategis dalam
peningkatan mutu dan efisiensi

pelayanan pendidikan di masa
desentralisasi. Pengembangan
kapasitas ini dilakukan untuk membantu
dinas propinsi dan kabupaten/kota
dalam melaksanakan berbagai urusan
waiib yang diberikanan secara efektif
Pemerintah bukan satu-satunya
lembaga pemben pelayanan (provide)
sehingga diperlukan keterlibatan
lembaga-lembaga nonpemenntah untuk
pelaksanaan kegiatan pengembangan
kapasitas. Lembaga nonpemerintah
tersebit di antaranya: LSM, dunia usaha/
industri, perguruan tinggi, lembaga
konsultasi, dan sebagainya.
Dikembangkan  sistem
informa-si pendidikan yang dikelola
sehari-hari oleh dinas kabupaten/
kota yang berbasis pada satuan
pendidikan. Dengan sistem informasi
ini, mka dinas-dinas pendidikan
dapat merencanakan dan mengelola
pelayanan pendidikan secara efektif
Dikembangkan model-model
yang paling efisien yang dapat
digunakan untuk pengelolaan
pelayanan pendidikan di daerah untuk
mencapal sladar pelayanan
Masyarakat )SPM), seperti model
perencanaan yang berbasis data dan
informasi. Pengelolaan sarana-
prasarana, penge-lolaan SDM, serta
supervisi dan sistem penjaminan mutu,

Pengembangan Kapasitas
Sekolah
Mutu pendidikan akan dapat

dicapai apabila setiap sekolal
sebagai ujung tombak pelayanan
memiliki kapasitas untuk mengelola
pendidikan. Dengan demikian, kinerja
pelayanan pendidikan akan
ditentukan oleh kualitas pelayanan
pendidikan yang dilaksanakan pada
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Ungkat saluan pendidikan (sekalah
alau nonsekolah)

Pengembangan kapasitas
xepala-kepala sekolah dalam
mengam-bil keputusan, menetapkan
prioritas, perencanaan dan program,
serla memimpin pelaksanaan sebagai
gbatan yang profesional dan mandiri
untuk dapat mendorong proses
pendidikan yang bermutu di sekolah.

Pengembangan dan
penerapan sistem dan mekanisme
pendataan pendidikan pada tingkat
sekolah secara konsisten dan terinci
sampai dengan tingkat individu siswa,
s=bagai landasan untuk melakukan
manajemen pembelajaran secara
‘optimal. Pengembangan kapasitas
masyarakal dan media massa agar

sabagai unsur stakeholder untuk ikut
gerta secara dalam pelayanan
pendidikan,

Fada setiap satuan
pandidikan diwujudkan dalam bentuk
‘wemandirian dan profersional, baik
‘pada lingkal lembaga maupun
pelaksanaan di lapangan. Upaya
wntuk mewujudkan otonomi sekolah
dikembangkan melalui pelaksanaan
‘manajemen berbasis sekoplah/
“masyarakat yang berlujuan untuk
meningkatkan kemampuan
k=lembagaan sekolah-sekolah dalam
mangelola proses pembelajaran
‘secara optimal bagi peserta didik.
Otenomi pendidikan nonformal
Swujudkan melalul pengembangan
manajemen pendidikan berbasis
masyarakat dl mana lembaga-
wmbaga pendidikan nonformal.
Sebagai lembaga
idikan yang otonem, setiap
ituan pendidikan  memiliki

kebebasan untuk menyusun
kurikulum, melaksanakan
pembetlajar-an, serta melakukan
berbagai kajian serta penelitian yang
berkaitan dengan proses pendidikan
yang efektit hingga mencapai kinerja
yang optimal Namun, otonomi dan
profesionalltas satuan pendidikan
didasarkan pada standar teknis serta
standar-standar kemampuan tertentu
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peningkatan Manajemen Guru
secara Nasional

Pengelolaan guru secara
nasional memegang peranan yang
vital dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan secara barkelanjutan.
Pengelolaan guru tidak semat-mata
menyangkut administrasi
kepegawaian guru, tetapi yang lebih
penting adalah pemberdayaan jabatan
guru sebagai jabatan profesional,

Peningkatan profesional dan
kaner guru akan mendapat perhatian
yang besar di dalam otonomi daerah.
Dalam hal ini diperiukan komitmen dan
keputusan politik untuk
melaksanakannya, Menurut Tilaar
(2000:100) peningkatan guru di propins
dan kabupaten/kota periu adanya suatu
program yang menyeluruh untuk
mengalasi berbagai jenis dualisme
program pengadaan, distribusi, dan
peningkatan mutu tenaga guru. Periu
ada kerja sama antara sekolah-sekolah
di bawah Depdiknas dan Depag
Program kerja sama tersebut dapat
dikoordinasikan pada tingkat propins
serta pertimbangan-pertimbangan dari
pengelola pendidikan tingkat propins:
dan pengelola pendidikan tingkat
kabupaten,

b di Indoresiz
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Pengelolaan guru profesional
akan menyangkut standar kompetensi,
standar profesi, perlindungan hukum,
uji profesi dan sertifikasi, institusi
pengelola, organisasi profesi yang
akan mendukung berkembangnya
kemam-puan profesi guru secara
berkelanjutan.

Penutup

Sistem pendidikan nasional
adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional (UU No.
20 Th 2003:5). Komponen sistem
pendidikan nasional mencakup tata
peraturan perundangan/kebijakan,
organisasi pendidikan, kurikulum,
sumber daya manusia, sarana dan
prasarana pendidikan, dana,
peserta didik, lingkungan fisik, dan
kerjasama dengan berbagai pihak.

Untuk menciptakan peningkat-
an mutu pendidikan, pelayanan
pendidikan yang lebih baik, maka
strateg desentralisasi periu diarahkan
pada penanganan beberapa isu
kebijakan yang stategis. Sebagianisu
kebijakan bersifat struktural karena
menyangkut perubahan nilai, sikap,
dan perilaku yang telah berkembang
dalam sejarah peradaban, dan untuk
menanganinya memeriukan waktu

Mutu dan efektivitas pendidik-
an merupakan permasalahan yang
kompleks dan multidimensional. Jika
kita berbicara mutu pendidian artinya
kita sedang meneropong keseluruhan
dimensi pendidikan yang satu sama
lain saling terkait. Efisiensi pendidikan
memiliki kaitan langsung dengan
pendayagunaan sumber-sumber

pendi-dikan yang terbatas secara
optimal sehingga memberikan
dampak yang optimal pula. Suatu
program pendidikan yang efisien,
cenderung ditandai dengan pola
penyebaran dan pendayagunaan
sumber-sumber pendi-dikan yang
sudah ditata secara efisien.
Desentralisasi bidang
pendidik-an nasional, bertujuan untuk
mewujudkan pembanguan nasional di
bidang pendidikan serta

‘melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat yang berlandaskan pada
prakarsa dan aspirasi masyarakat
melalui upaya-upaya
memberdayakan, menghimpun, serta
mengoptimalkan berbagai potensi
daerah untuk kepentingan daerah itu
sendiri serta mengamankan prioritas
nasional dalam penyelenggaraan
pelayanan masyarakat serta
pembangunan sektor pendidikan
nasional sesuai dengan kebijakan
yang telah ditetapkan secara nasional.
Desentralisasi bidang pendidikan
nasional dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek demokrasi,
aspek keadilan, aspek pemerataan,
serta pemberdayaan seluruh potensi
dan keragaman daerah.
Desentralisasi pendidikan
nasional diarahkan pada perwujudan
pelayanan pendidikan yang efektif
yang didukung oleh perluasan
partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pelayanan publik
termasuk akuntabilitas publik.
Maksud desentralisasi adalah untuk
mendekatkan cita-cita dan tujuan
dengan kepentingan rakyat dan
pelanggan pendidikan ditingkat lebih
bawah, kalau bisa padatingkat akar
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paing bawah (grassrools). Sebagai
konsekwensinya, desentralisasi
arus dapat menenumbuhkan
prakarsa dan partisipasi masyarakat
secara luas, lugas dan
‘berkelanjutan, Apa saja yang periu
kita persiapkan, kita galang dan kita
galakkan agar partisipasi masyarakat
fokal bisa tumbuh dan berkembang?
i tugas berat Pemda dan pengelola
pendidikan tingkat lokal, tugas berat
mamun belum tentu dihargai,
Komponen sistem pendidikan
-nasional mencakup tata peraturan
perundangan/kebijakan, organisasi
pendidikan, kurikulum, sumber daya
manusia, sarana dan prasarana

'DAFTAR BACAAN

fisik, dan kerjasarma dengan berbagal
pihalc

Berdasarkan komponen
tersebut, tampak komponen sarana
dan prasarana, sumber daya
manusia, dana, peseria didik, dan
lingkungan fisik dapat sepenuhnya
didesentralisasikan, sementara
untuk komponen tata peraturan
perundangan, organisasi
pendidikan, kurikulum, dan
kefjasama dengan berbagai pihak
merupakan paduan kerjasama
anfara pusat dan daerah,
bergantung pada gradasi subtansi
yang mesti ditangani. Oleh karena
itu, pembagian wewenang
kekuasaan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah dalam menangani
pendidikan menjadi sangat penting.
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